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ABSTRAK :  - bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 
ancaman pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan dukungan pemerintah 
khususnya untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung 
lainnya untuk penanganan COVID19, dipandang perlu untuk memberikan fasilitas perpajakan 
yang selaras dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian 
Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 
No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No. 3264) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN 
No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 24 Tahun 2007 
(LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); PP No. 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 
Tahun 2009 (LN Tahun 2012 No. 4, TLN No. 5271); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif PPN diberikan kepada Pihak 
Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan 
dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Masa Pajak 
April 2020 sampa1 dengan Masa Pajak September 2020. Diatur pula mengenai fasilitas Pajak 
Penghasilan (PPh). PPh Pasal 22 lmpor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Pihak Tertentu yang melakukan impor 
dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID19) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau 
PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. 

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 April 2020. 

  - Lampiran halaman 18 - 33. 

 


